POLA PUNGUT ZAKAT PROFESI
PERPEKTIF MAQASHID SYARIAH
A. Pendahuluan


Kerja profesi, merupakan salah satu karakteristik perekonomian di era modern. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta variasi kebutuhan masyarakat, berbagai jenis profesi di berbagai bidang muncul. Ditinjau dari dari aspek kesejahteraan, kerja profesi dipilih oleh sebagian besar masyarakat karena memang menjanjikan tingakt penghasilan yang lebih layak untuk dibanding dengan sektor pertanian dan pertambangan atau kerja non profesi lainnya. Dengan kata lain, kerja profesi lebih memberikan penghasilan atau perolehan harta yang lebih berlimpah. Hal ini setidaknya tampak pada pola konsumsi dan simbol-simbol kesejahteraan yang dimiliki oleh pekerja profesi, baik swasta maupun pemerintah, seperti rumah, sarana transpsortasi, sarana komunikasi dan sarana-prasarana kehidupan yang relatif bagus dan bahkan mewah.

Disisi lain, kemiskinan menunjukkan fenomona yang berbeda. Badan Pusat Statistik ( BPS) membeberkan, kemiskinan di Indonesia semakin dalam dan semakin parah selama periode September 2016 -  Maret 2017. Total jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83, naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74. Indeks ini menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh sehingga kemiskinan akan semakin sulit untuk dientaskan.

Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikkan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017. Dibandingkan dengan Maret 2016, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami kenaikan di perkotaan, dan menurun di pedesaan. Pada Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mencapai 1,25, naik dari Maret 2016 yang sebesar 1,19. Adapun indeks keparahan kemiskinan di perkotaan Maret 2017 0,31, naik dari Maret 2016 yang sebesar 0,27.

Salah faktor meningkatnya kemiskinan di atas, upah riil petani dan buruh bangunan per hari yang tumbuh tidak tinggi tergerus oleh inflasi yang tinggi.
 


Kaya-miskin sebenarnya telah ada sejak negeri ini berdiri karena merupakan sunnatullah. Pemerintah, organisasi lembaga sosial-keagamaan pada hakekatnya telah cukup responsif terhadap fenonomena kaya-miskin dengan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai distribusi harta dari golongan kepada golongan miskin. Sikap pemerintah, setidaknya tampak dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 yang diikuti dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaannya. MUI pada tahun 2003, juga telah mengeluarkan fatwa tentang Zakat Penghasilan. Sikap organisasi dan lembaga sosial-keagamaan tampak dengan adanya lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang semakin tumbuh dan berkembang.

Namun kesadaran zakat muzaky potensial tampaknya masih kurang. Berdasarkan riset berjudul Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011, dalam setahun, potensi zakat mencapai Rp 217 triliun. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 1 persen dari potensi zakat.
 


Kurang optimalnya serapan zakat tersebut, di antaranya, karena kurangnya sosialisasi tentang kewajiban zakat kepada masyarakat. Masyarakat masih memahami bahwa zakat yang diwajibkan hanyalah zakat fitrah saja dan zakat mal, hukumnya tidak wajib. Pemahaman ini juga terjadi pada pelaku pekerja profesi.


Bagi sebagian masyarakat, walau telah memiliki pemahaman islam yang cukup, memandang bahwa tidak ada zakat atas kekayaan yang yang diperoleh dari profesi. Pemahaman semacam ini, tidaklah bisa disalahkan, karena memang tidak terdapat nash yang qath’i terkait zakat tersebut. Para ulama’ fiqih, klasik maupun kontemporer juga memiliki perbedaan pendapat yang antagonis; sebagian berpendapat wajib, sedangkan sebagian yang lain tidak. Perbedaan ini, sebenarnya dapat dijembatani, dengan memandang zakat profesi, tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi dari maqa>shid al-syariah. Dengan pendekatan maqa>shid al-syariah akan diperoleh pola pungut yang lebih mashlahah baik bagi si kaya yang mendapat beban kewajiban zakat dan si miskin yang berhak menerima zakat dan cara pungut yang tidak menyulitkan bagi pengelola.
B. Landasan Filosofi Zakat

1. Kekayaan Sebagai Sumber Zakat 

Manusia, walau berbeda-beda dalam status soial dan tingkat ekonomi serta perbedaan-perbedaan lainnya, memiliki kesamaan dalam kebutuhan akan harta untuk menopang hidupnya. Oleh karena itu, al-Qur'an   menyebut kekayaan dengan qiya>man (قِيَاماً) atau sarana pokok kehidupan yang urgen, harus dijaga, dipertanggungjawabkan dan difungsikan dengan baik. Oleh karena itu al-Qur’an mendorong manusia untuk meraihnya setelah menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Dalam QS al Jum’at ayat 10 Allah SWT menyebutkan : Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kata  فَضْل  yang didahului oleh huruf مِنْ   dalam ayat  tersebut menunjukkan bahwa karunia dan keutamaan yang diberikan oleh Allah adalah banyak. Keutamaan tersebut tidak akan habis diraih oleh manusia. Oleh karena itu, manusia dalam meraih keutamaan bukan sekadar untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tetapi lebih dari itu agar ia dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna serta dapat menolong mereka yang membutuhkan pertolongan.

Kata ma>l (kekayaan), di dalam al-Qur'an disebut dalam beberapa kali. Dari pola strukturnya kata ma>l dengan berbagai bentuknya dapat diklasifikasikan  menjadi tiga. Pertama, Dilihat dari kuantitas bentuknya, bentuk jamak (أَمْوَال) lebih banyak disebut dari bentuk tunggal (مَال). Hal ini mengisyaratkan bahwa permasalahan kekayaan lebih banyak menyangkut masalah sosial, baik dari segi proses pengumpulan maupun dari segi fungsi dan manfaatnya. Kedua, Dilihat dari segi  penisbahan pemiliknya, kata tersebut lebih banyak dinisbahkan kepada kata ganti (dlami>r) yang menunjuk pada kelompok sosial, atau manusia secara umum dan kelompok lemah seperti anak yatim. Penisbahan kata ma>l/amwa>l kepada pemilik tersebut mengisyarakan bahwa kekayaan akan berkembang dan lebih berperan sesuai dengan fungsinya jika kekayaan tersebut beredar di kalangan orang banyak. Kekayaan akan memberikan fungsi, berkah, dan mencukupi hajat hidup, khususnya kelompok lemah. Mereka itu  sebenarnya yang paling butuh terhadap kekayaan, atau dalam kelompok itulah kekayaan akan berkembang dan berperan secara optimal. Jika kekayaan hanya berada dalam genggaman seseorang, kekayaan tersebut tidak dapat memerankan fungsi sosialnya. Ketiga, Jika kata ma>l/amwa>l tampil secara mandiri, menunjukkan bahwa kekayaan pada hakikatnya adalah bukan di bawah kekuasaan seseorang. Secara hakiki, kekayaan adalah milik Tuhan sebagai jaminan kehidupan manusia. Atau bisa jadi karena di alam ini  ada sesuatu yang gunanya belum diketahui oleh manusia, sehingga sementara waktu  manusia tidak menganggapnya sebagai kekayaan.

Islam memandang kekayaan dengan pandangan positif dari aspek manapun. Islam sebagai agama fitrah, meletakkan pandangan terhadap kekayaan atau materi secara proporsional. Al-Qur'an mendorong manusia untuk mencari materi atau kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (al-Qashash/28: 77), akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, al-Qur'an menyampaikan pesan bahwa kekayaan atau materi bukanlah segala-galanya yang harus dikejar (Al-Taubah/9: 38). Bahkan, al-Qur'an mengecam keras dan menganggap tindakan manusia sebagai kebodohan bagi mereka  yang mengorientasikan kehidupannya hanya untuk dunia. Orentasi tersebut hanya akan membuka jurang permusuhan yang diakibatkan oleh penindasan dan persaingan yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kecaman ini disampaikan oleh al-Qur'an sejak peletakan dasar keimanan yang tertuang dalam surat-surat Makiyyah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa surat Makiyyah periode awal seperti surat al-Lahab/111, al-Mâ‘ûn/107, Quraisy/106, al-Humazah/104, al-Takâtsur/102.
 

Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara wajar dan normal dan mengecam manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya melebihi batas-batas yang ditentukan. Pelampauan batas tersebut adakalanya disebabkan karena menahan kekayaan (al-Taubah/9: 34-35), maupun karena menghabiskan kekayaan secara berhamburan (al-Isrâ'/17: 26-27), terlebih merampas hak orang lain  dengan cara yang tidak dibenarkan (al-Baqarah/2: 188). Kebutuhan hidup memang harus dipenuhi, tetapi pemenuhannya tidak selalu identik dengan sikap boros dan foya-foya (al-Furqân/25: 67). Kedua sifat tersebut akan mengakibatkan kesengsaraan orang lain untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Manusia sebagai makhluk fisikal spiritual, kebutuhan utama fisik dan mental adalah hak suci yang harus dipenuhi dan diperjuangkan. Kebutuhan tersebut secara hirarkhis dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer atau elementer (dlaruriyya>t), kebutuhan skunder atau komplementer (ha>jiyya>t), dan kebutuhan tersier atau suplementer (kamaliyya>t/tahsi>niyya>t). Ketiadaan kebutuhan pertama dapat menyebabkan kebinasaan eksistensi manusia yang bersangkutan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan yang kedua akan mendatangkan kesulitan dalam perkembangan kehidupannya. Ketiadaan kebutuhan yang ketiga hanya mengurangi kelengkapan dan kenyamanan. 

Di atas kebutuhan-kebutuhan tersebut, yang ada hanyalah keinginan yang pijakannya bukan dari naluri dan hajat, tetapi nafsu. Mulai dari nafsu berhias (tazyi>n) (A>lu ‘Imra>n/3: 14),  nafsu bermewah (isra>f) (al-An'a>m/6: 141), dan nafsu pembara atau penghambur (tabdzi>r). Harus diakui, meskipun al-Qur'an telah melarang dan mengecam pemborosan, kecaman  tersebut belum pernah diterapkan dan diperlakukan dalam bentuk konkret terhadap pelanggar di luar tiga kebutuhan tersebut. Hal ini karena standard terhadap kebutuhan tersebut sulit dikontrol (al-Furqân/25: 67).
 

Prilaku manusia, dan bahkan aqidahnya, sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam bidang materi. Kefakiran sering dianggap lebih mendekatkan kepada kekufuran. Hal ini karena naluri manusia yang sehat, mereka enggan untuk menjadi fakir. Berbeda dengan naluri manusia untuk menjadi kaya dan hidup mewah. Kondisi ini akan menjadi idaman bahkan impian bagi semua orang. Bukan hanya orang kaya yang merindukan kekayaan, tetapi si miskinpun juga ikut berkhayal. Sementara kesempatan dan peluang untuk berbuat aniaya lebih banyak berpihak kepada orang yang berkecukupan, daripada orang miskin.

Jika dipersepsikan bahwa si fakir dengan kefakirannya dapat berpeluang untuk kufur, maka dalam waktu yang sama juga harus diakui bahwa orang kaya dengan kekayaannya lebih berpeluang untuk hal itu. Kalau kekufuran si fakir hanya menimpa dirinya, sementara kekufuran si kaya lebih berpeluang untuk mengkufurkan dirinya dan orang lain. Orang fakir  ditindas dengan kekayaan orang kaya sehingga mereka menjadi tidak berdaya.  Akhirnya si fakir juga ikut kufur akibat kefakirannya. 

Dalam hal ini patut direnungkan, pada suatu saat Rasu>lulla>h pernah mencemaskan kondisi kecukupan yang dialami oleh ummatnya seperti dalam sabdanya:  Demi Allah, bukan kefakiran yang akan menimpa kamu yang saya khawatirkan, akan tetapi yang lebih saya khawatirkan adalah ketika kamu sekalian diberikan seluruh kenikmatan dunia seperti yang telah diberikan kepada kaum sebelum kamu sehingga saat itu kamu terlalu mencintai dania dengan berusaha merebutnya seperti yang telah diperebutkan oleh orang sebelum kamu, lalu kondisi itu menjadikan kamu hancur sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu.  (H.R. Bukhârî).
 


Untuk membebaskan diri dari karakusan atau cinta akan harta dan pasa saat yang sama membebaskan kefakikran maka Allah SWT memerintahkan pengeluaran zakat kepada mereka yang memiliki kelebihan harta atau kaya. QS At-Taubah ayat 103 menyatakan “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

2. Zakat Sebagai Distribusi  Kekayaan


Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Zakat menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.
 Rasulullah SAW, menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun umat muslim yang tertinggal dalam keadaan miskin. 


Kekuatan suatu masyarakat dalam bidang ekonomi tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan tetap miskin, masyarakat ini menjadi lemah dan mudah hancur. Kekayaan dalam masyarakat dapat diibaratkan dengan darah dalam tubuh manusia (masyarakat), jika darah tersebut tidak menjangkau seluruh anggota tubuh, atau sebagian anggota badan kebagian terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendaptkan terlalu sedikit, maka badan akan merasa sakit dan terserang penyakit. Oleh karena itu untuk, mencegah mengalirnya uang yang terlalu banyak ke tangan orang-orang kaya, Islam telah memerintahkan kepada orang kya untuk membayar zakat.
 

Sebagai kekuatan sosial, Mannan menjelaskan bahwa zakat dan doktrin Islam tentang warisan, merupakan soko guru konsep Islam tentang keadilan sosial. Islam telah menetapkan zakat, dalam hal ini orang yang keadaannya lebih mampu harus memberi bantuan kepada orang miskin dan orang yang menderita. Dengan demikian dapat menghapus kemiskinan masyarakat. Zakat juga bertujuan agar kekayaan tidak ditimbun secara tak terbatas oleh siapa pun juga.
 Berdasarkan keterangan di atas, maka tidak ragu lagi bahwa zakat merupakan hak orang miskin dari harta orang-orang kaya. Karena itu harta tersebut harus dipungut dan dikembalikan kepada fakir miskin yang ada di masyarakat itu. 

Mannan menjelaskan bahwa dua syarat pokok suatu kenaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah, pertama, perbaikan dalam produksi, dan kedua, perbikan dalam distribusi yang dihasilkan”. Perbaikan dalam produksi  dengan sendirinya meningkatkan daya produksi, sehingga hasil dari setiap pekerja yang lebih besar akan diperoleh dengan daya upaya yang lebih kecil. Perbaikan dalam organisasi produksi mengurangi pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya, dan perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.

Perbaikan dalam distribusi mengurangi perbedaan dalam pendapatan dari berbagai individu dalan keluarga yang berlainan, yang biasa terdapat pada kebanyakan komunitas yang berada, dan pengurangan fluktasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama dikalangan masyarakat yang lebih miskin. 

Salah satu kejahatan terbesar dalam masyarakat Kapitalis adalah adanya penguasaan dan pemilikkan sumber daya dari segelintir manusia yang beruntung, sehingga mengabaikan orang yang yang tidak beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan atau ketimpangan dalam pendapatan yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan. Suatu tatanan ekonomi yang didominasi oleh monopoli, senantiasa merintangi pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan sepenuhnya. Tetapi dengan munculnya perintah zakat yang merupakan kewajiban bagi kalangan muslimin yang kaya, melenyapkan perbedaan dan ketimpangan pendapatan tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat miskin yang berhak menerimanya, sehingga kekuatan daya beli mereka meningkat.

Dengan demikian menurut Mannan, zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat. Di dalam teori ekonomi dikatakan bahwa dengan meningktnya daya beli (akibat penerimaan zakat) dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran sosial.

Setelah para penerima zakat memiliki daya beli, tentunya mereka ini akan meminta lebih banyak barang, dan para pengusaha pun akan memproduksi lebih banyak lagi. Dengan demikian kesempatan kerja dalam negeri, dan pendapatan nasional pun akan naik. Oleh karena itu zakat dapat menguntungkan si kaya maupun si miskin.

C. Konsepsi Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat, secara bahasa merupakan isim masdar dari kata zaka yang berarti berkembang, tumbuh, bersih, dan baik.
 Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā’) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
 

Zakat merupakan rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā’ (QS. al-Taubah ayat 103), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (QS. al-Taubah ayat 60) dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (QS. al-Dzariyat ayat 19). Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman  Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.


Sedangkan profesi, secara etimologi, berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat professional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi professional.
 


Dengan kata lain, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan persyaratan tertentu untuk menjalankannya, supaya dalam melakukan pekerjaannya dapat meyakinkan atau mendapatkan kepercayaan dari pihak yang membutuhkannya. Suatu profesi, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan. Untuk mempunyai suatu profesi diperlukan keahlian khusus, keahlian tersebut di dapatkan dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama sesuai bidang profesinya. Suatu profesi dapat dikatakan sebagai pekerjaan, tapi setiap pekerjaan belum tentu bisa disebut sebagai profesi, karena profesi memiliki karakteristik, ciri, dan syarat khusus.


Suatu pekerjaan dikatakan profesi jika memiliki ciri-ciri : (a) standar unjuk kerja (b) lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab (c) organisasi profesi (d) etika dan kode etik profesi (e) sistem imbalan; dan (f) pengakuan dari masyarakat.


Menurut Yusuf Qardawi, ditinjau dari cara kerja dan hubungannya dengan penghasilan, profesi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung  kepada orang lain seperti dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan  lain-lainnya. Kedua, adalah profesi yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan ikatan-ikatan tertentu. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.


Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dipungut atas harta yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.
 Zakat profesi disebut juga dengan zakat pendapatan. Dalam terminologi Arab, profesi populer disebut dengan istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihanal- hurrah, atau zakat mustafad.
 

Majelis Ulama’ Indonesia (MUI), menyebut zakat profesi dengan istilah zakat penghasilan. Hal ini didasarkan pada pemungutan zakat tersebut bukan berdasar profesinya, melainkan berdasar hasil yang diperoleh dari profesi. Penghasilan yang dikenai zakat adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.


Dengan demikian, zakat profesi dapat disebut juga zakat penghasilan, yaitu zakat yang dipungut dari harta yang diperoleh dari kerja tertentu yang dilakukan berdasarkan keahlian yang spesifik. 
2. Dasar Hukum Zakat Profesi


Istilah profesi merupakan istilah baru yang belum ada saat proses tasyri’, namun demikian bukan berarti zakat profesi tidak memiliki pijakan hukum pada nash alqur’an. Para ulama’ mengambil dasar nash dari Q.S. Al Baqarah ayat 267 yang menyatakan ; “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ( (ما كسبتمdan sebagian dari apa yang telah Kami”. Kalimat  ما كسبتم pada ayat tersebut bersifat umum yang berarti mencakup seluruh penghasilan yang halal. Berdasarkan ayat ini para ulama terdahulu menetapkan zakat perniagaan (zakat tijarah). Dalam konteks, kekinian ayat tersebut dijadikan pijakan hukum dalam menetapkan kewajiban zakat profesi atau zakat penghasilan. Harta yang diperoleh dari profesi dapat dikategorikan ke dalam makna ما كسبتم (segala usaha)

Dasar hukum lain, ini adalah qiyas atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq ( + 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan harta jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fiqh klasik, bukan berarti para fuqaha tidak sama membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah  menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun).
 Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian.


Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat al-ma>l al-mustafa>d  (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal).  Jenis-jenis al-ma>l al-mustafa>d antara lain [1] al-`’amalah, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; [2] al-‘athiyah, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; [3] al-madza>lim, yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati.


Pendapat Qardawi senada dengan kebanyakan ulama-ulama’ lain, di antaranya Abu Bakar Jabir al-Jazairi,
 Muhammad Kamal ’Atiyah,
 Mahmud Abu al-Sa‘ud,
 Mahmud ‘Atif al-Banna,
 Monzer Khaf,
 Yahya Ahmad Mustafa Qalili,
 Jum’ah Muhammad Makki,
 Didin Hafiduddin dan lain-lainnya. Para cendekiawan tersebut mewajibkan zakat pendapatan berdasarkan kepada nas al-Qur’an, hadith dan ijtihad dengan hujah maslahah. 

Senada dengan Qardawi, MUI dalam fatwa nomor 3 tahun 203 tentang zakat enghasilan menyatakan bahwa Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

E. Maqa>shid al-Syariah

Syariah pada prinsipnya ditetapkan untuk merealisasikan maqa>sid yang dikehendaki oleh pembuatnya yaitu Allah swt swt
  Di antara istilah terkenal yang digunakan adalah al-maqa>sid shar'iyah, maqa>sid al-sya>ri’ (Allah swt) dan maqa>sid syara'. Asy-Syathiby menyebutkan bahwa yang menjadi maqa>sid al-shari>ah adalah mashlahah dalam arti “kebaikan dan kesejahteraan umat manusia”. Al-Ghazaly menjelaskan bahwa: mashlahah sebagai maqa>sid al-shari>ah secara etimologi berarti kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (madharat)
. Ibnu Qayyim mengulas maqa>sid al-shar’i dengan mengatakan bahwa Syari’at dasarnya adalah hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.
 Maslahah berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata maslahah adalah lawan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.
 Secara terminologis, para ulama’ memberikan makna yang bervariasi terkait maslahah. Al-Gaza>li misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari maslahah adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan  atau menghindari kemadaratan. Maslahah, dalam arti terminologis-syar’i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gaza>li bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai maslahah.
 


Mewujudkan maslahah merupakan masalah pokok Syariah Islam. Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi maslahah -sebagai inti maqa>sid al-syar’i - didasarkan pada: (1) al-nusu>s al-syari>‘ah, terutama al-amr dan al-nahy, (2) al-‘illah dan hikmah yang dikandung oleh al-nusu>s al-syari>‘ah, dan (3) istiqra>’. Identifikasi maslahah melalui pembacaan al-nusu>s al-syari>‘ah, terutama al-amr dan al-nahy dianut oleh ulama teoritisi hukum Islam Mazhab Za>hiri -kaum tektualis dalam aliran pemikiran hukum Islam. Sedangkan identifikasi maslahah melalui elaborasi ‘illah dan hikmah yang dikandung oleh al-nusu>s al-syari>‘ah dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritisi hukum Islam. Sementara itu, identifikasi maslahah melalui pendekatan istiqra>’ merupakan tawaran genuine al-Syatibi, meskipun al-Syatibi sendiri tidak menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya identifikasi maslahah. 


Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa substansi maslahah yang dikehendaki oleh Syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan maslahah yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan maslahah al-dunyawiyyah dan maslahah ukhrawiyyah, maslahah ma>diyyah dan maslahah ru>hiyyah, maslahah fardiyyah dan maslahah mujtama‘iyyah, maslahah qaumiyyah kha>ssah dan maslahah insa>niyyah ‘a>mmah, maslahah ha>dirah dan maslahah mustaqbalah. Atas dasar ini, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep maslahah yang menjiwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitiarianisme dan pragmatisme, yang nota bene berhulu pada faham materialisme. 


Mashlahah dari syari’at yang bersumber dari al Qur’an maupun sunnah, merupakan mashlahah yang hakiki haqiqi. Sedangkan mashlahah yang bersumber dari ijtihad merupakan kemaslahatan relatif, bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi. Apa yang bernilai maslahat pada suatu waktu dan tempat tertentu, bisa jadi pada waktu dan tempat berikutnya atau lainnya, tidak lagi mengandung mashlahah. Oleh karena itu, maka ketetapan hukum menuntut untuk berubah pula.


Dengan demikian, syariah, baik yang berubah maupun yang tetap, memiliki tujuan yang sama yaitu menegakkan yang haq dan mencegah kebathilan, menwujudkan kemashlahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Perubahan hukum yang terjadi hanyalah perubahan cara dan alat untuk mencapai tujuan syariah secara umum. Cara dan alat tersebut sengaja tidak ditetapkan oleh al Qur’an dan Sunnah secara tegas agar dapat dipilih mana yang lebih baik dalam menciptakan kemashlahatan sesuai dengan waktu, kondisi dan tempat. Perubahan hukum dimaksud bukanlah perubahan nash/dzat hukum, tetapi hanya perubahan pelaksanaannya saja, sesuai dengan kenyataan yang ada. Jika kenyataan tidak berubah maka hukum juga tidak berubah. 
 

F. Pemungutan Zakat Profesi Perspektif Maqa>shid Shari’ah.


Dalam perspektif maqa>shid shari’ah, pemungutan zakat profesi dipertimbangkan berdasarkan bahwa 1). Zakat adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh mereka yang memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa mereka yang tidak beragama islam tidak dipungut zakat. 2) Kadar zakat tidak mengganggu tingkat kesejahteraan muzakki. Pemungutan zakat tidak mengurangi kemampuan muzaki dalam memenuhi kebutuhan dharurinya. 3) Optimalnya fungsi zakat sebagai distribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Golongan miskin mendapatkan limpahan kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dharurinya. (4) Kemudahan dalam pelaksanaan pemungutannya.
1. Nishab Zakat dan Syarat Haul

Nisab adalah batasan atau kadar kekayaan minimum yang mewajibkan zakat. Jika batasan minimun tersebut tidak tercapai, maka kekayaan tidak dibebani zakat. Ketentuan nisab pada harta kekayaan memiliki perbedaan masing-masing, dimana ditentukan berdasarkan spesifikasi harta dan jenisnya.

Nishab zakat pendapatan, menurut Muhammad Ghazali diukur dengan zakat pertanian yaitu 5 wasaq (50 Kail/653 kg).  Barangsiapa yang memiliki pendapatan mencapai 5 wasaq maka telah wajib mengeluarkan zakat. Alasan Muhammad Ghazali mengqiyaskannya kepada zakat pertanian adalah karena adanya kesamaan antara zakat pendapatan dengan zakat pertanian. Pendapatan profesi yang diterima bulanan atau mingguan atau waktu tertentu dapat disamakan dengan pendapatan musiman yang dihasilkan oleh para petani.
 

Dengan analog pertanian ini maka, ketentuan nisab berlaku saat penerimaa. Jika besaran pendapatan saat penerimaan senilai dengan 5 wasaq maka wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk konteks kekinian, jika menggunakan ukuran harga padi saat ini sebesar Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) maka nilai nominal nisab sebesar Rp. 2.938.500 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut tentunya merupakan relatif kecil dan sulit memenuhi kebutuhan hidup, setidaknya untuk daerah-daerah tertentu. Hal ini jelas bertentangan prinsip kaya yang merupakan prinsip pokok dalam kewajiban zakat.


Oleh karena itu, nisab, semestinya disesuaikan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup layak suatu daerah dan perkembangan ekonomi. Penetapan nisab yang digunakan para fuqaha di atas, tampaknya perlu ditinjau kembali. Hal ini karena konteks ekonomi pada saat penetapan tersebut sangat jauh berbeda dengan saat ini. Ekonomi pada zaman proses tasyri’ berasaskan pada nilai uang yang terstandard emas, sedangkan saat ini, sistem ekonomi tidak menggunakan standart tersebut.


 Secara ekonomis, orang disebut kaya jika mampu melapaui pemenuhan kebutuhan hidup paling dasar dengan pilihan barang dan jasa yang paling rendah. Biaya kebutuhan hidup masing-masing daerah sangat bervareasi satu sama lain. Dalam konteks perkembangan ekonomi, biaya kebutuhan hidup juga senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Dengan pendapatan perbulan Rp. 2.938.500, tentunya saat ini di kota Surabaya misalnya, akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain dengan pendapatan tersebut, seseorang tidak layak untuk disebut kaya.


Menurut Yusuf al-Qardawi nisab zakat pendapatan diqiyaskan dengan zakat uang atau emas yaitu 85 gram emas.
 Menurutnya qiyas kepada zakat uang lebih sesuai kerana lazimnya pendapatan yang diterima oleh pekerja pada setiap bulan atau minggu adalah dalam bentuk uang. Ketentuan nisab ini berlaku dalam dalam hitungan tahun, bukan dalam besaran pada saat penerimaan. Nisab ini juga dihitung berdasarkan pendapatan bersih, atau telah bebas dari biaya kebutuhan pokok pemilik dan keluarganya dan pembayaran hutang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian jika pendapatan bersih yang diterima dalam satu tahun mencapai jumlah 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya. 


Bila dihitung berdasarkan ukuran emas (85 gram) dengan harga emas / gram saat ini sebesar  + Rp. 500.000 diperoleh nilai nominal nisab sebesar Rp. 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka pendapatan perbulan perbulan atau saat penerimaan, dengan ukuran emas adalah Rp. 42.500.000 / 12 = 3.542.000. Ukuran ini, jika merupakan pendapat bersih cukup memenuhi kriteria kaya.

Namun seringkali, sesorang kesulitan dalam mendefiniksan kebutuhan dan besaran biayanya. Pemenuhan kebutuhan pada hakekatnya memiliki banyak pilihan, dari yang paligg rendah hingga yang paling tinggi. Namun karena pengaruh nafsu, seringkali pemenuhan kebutuhan melampuai batas yang dibutuhkan sehingga biaya yang dikorbankan besar dan sisa pendapatan menjadi kecil. Sebagai contoh, kebutuhan makan satu orang dalam sekali makan [misalnya di Surabaya] dapat dipenuhi dengan biaya Rp. 10.000, Rp 20.000 hingga Rp. 50.000 bahkan lebih. Jika sesorang memenuhi maka tentunya dia memiliki sisa penghasilan yang besar. Namun jika ia menuruti keinginan dengan memilih harga tinggi maka ia hanya memiliki sisa penghasilan kecil, bahkan, bisa jadi tidak memiliki sisa sedikitpun. Akibatnya, seorang yang berpenghasilan Rp. 20 juta perbulan, hanya memiliki sisa kebutuhan Rp. 500.000.- atau bahkan tidak memiliki sisa.

Selain bebas dari kebutuhan pokok, Qardawi juga mensyaratkan bebas hutang sebagai syarat pemungutan zakat. Ini dimaksudkan agar hutang memiliki jaminan pembayaran atau pelunasan. Hal ini karena pengembalian hutang merupakan kewajiban disampinng kewajiban kepada Allah. Tekanan islam bagi orang yang berhutng untuk mengembalikan hutangnya tampak pada sabda Rasulullah bahwa  jiwa seorang mu’min akan terkatung-katung sampai dilunasi hutangnya.

Namun, konteks ekonomi kekinian dengan konteks ekonomi zaman Rasulullah jauhlah berbeda. Jika ekonomi pada rasulullah dan sebelum muncullnya perbankan berbasis pada tabungan, karakteristik ekonomi kekinian adalah ekonomi berbasis hutang.  Hutang hanya diporoleh seseorang jika ada jaminan pelunasannya. Orang yang memiliki hutang biasanya, justru orang kaya, karena ia memiliki asset dan jaminan pelunasan hutang. Sedangkan orang miskin, yang nota bene tidak memiliki asset untuk menjamin pelunasan hutang, justru tidak dapat memperoleh hutang. Hutang pada orang kaya pada umumnya digunakan untuk kebutuhan sekunder atau bahkan tersier bahkan untuk kemewahan, sedangkan pada orang miskin untuk kebutuhan primer. Dengan demikian sarat bebas hutang, jelaslah tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menurut Husain Syahatah, nishab zakat pendapatan dibedakan antara  bentuk penggajian tetap dengan pendapatan profesional bebas. Bagi pendapatan yang berbentuk penggajian tetap nisabnya adalah 85 gram emas diqiyaskan zakat uang/emas, sementara bagi pendapatan yang berbentuk profesional atau bebas nisabnya sebanyak 5 wasaq (50Kail/653 kg) atau diqiyaskan kepada zakat pertanian. Pembedaan ini didasarkan perbedaan pada cara perolehan kedua pendapatan tersebut. Pada pendapatan profesional bebas, selain usaha, pendapatan yang diperoleh juga melibatkan modal.  Hal ini sama seperti zakat pertanian yang di dalamnya terdapat unsur modal dan usaha. Oleh karena itu pengkiasan kepada zakat pertanian adalah lebih sesuai. Bagi pendapatan yang berbentuk penggajian yang hanya melibatkan usaha tanpa perlu kepada modal, pengkiasan zakat kepada zakat emas adalah lebih tepat.
 Adapun pendapatan tambahan seperti bonus, hadiah dan semua pendapatan yang bersifat tambahan dari pendapatan utama, maka nishab zakatnya diqiyaskan kepada zakat rikaz.
 

Nishab di atas, menurut Qardawi tidak disyaratkan adanya haul.
 Ia berargumen bahwa persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahi>h atau hasan yang merupakan sarat pengambilan ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat. Tidak adanya syatat haul juga lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas. Nash-nash yang mewajibkan zakat baik dalam Quran maupun dalam sunnah, secara umum dan tegas tidak menyebutkan persyaratan setahun. Misalnya, "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian," Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh dan dikuatkan oleh keumuman firman Allah "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian." (al-Baqarah: 267). Pengeluaran zakat dari pendapatan secara langsung setelah diterima atau tanpa menunggu tempo satu tahun, lebih optimal dalam memfungsikan zakat sebagai distribusi kekayaan dari si kaya kepada si miskin dan orang yang berhak lainnya serta mempermudah muzaki dalam melaksanakannya. Juga lebih menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Dengan dikeluarkannya zakat saat penerimaan, maka setiap muzaky senantiasa diingatkan dan disadarkan untuk ikut merasakan beban orang lain sehingga kokohlah nilai-nilai kemanusian yang merupakan salah satu ajaran pokok islam dalam pribadinya. Tidak adanya syarat haul lebih memenuhi keadilan dan hikmat zakat. Seorang petani yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan pemilik tanah yang memperoleh pendapatan dari sewa tanah tidak dikenakan zakat  karena adanya persyaratan setahun bagi penghasilan atas sewa tanah. Ini tentunya tidaklah adil.

 Dengan demikikan, nisab zakat pendapatan harus mencerminkan bahwa seseorang telah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya atau kaya. Karena tingkat harga barang dan jasa masing-masing daerah berbeda-beda dan senantiasa seiring dengan perkembangan ekonomi, maka nisab tidak berlaku secara umum dan berlaku dalam kurun waktu tertentu seiring dengan perkembangan ekonomi.

2. Kadar Zakat dan Cara Pengeluarananya.

Secara khusus, kadar zakat pendapatan juga tidak terdapat nas secara langsung, sehingga qiyas (analogi) juga digunakan untuk menetapkan kadar zakat pendapatan. Kadar zakat pendapatan berkisar di antara 2.5%, dan 5-10%. Bergantung pada pendekatan qiyas/analogi yang digunakan. Mereka yang mengqiyaskan zakat pendapatan kepada zakat emas atau wang maka kadarnya adalah 2.5%. Bagi yang mengqiyaskannya kepada zakat pertanian maka kadarnya 5% atau 10%. Dan bagi mereka yang mengqiyaskannya kepada barang temuan (rikaz) maka kadanya adalah 10%.


Dengan mengqiyaskan kepada zakat pendapatan kepada zakat pertanian, maka menurut Muhammad Al Ghazali kadar zakat pendapatan seperti ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya, iaitu 5% atau 10%.
 Yusuf al-Qaradawi membedakan penghasilan menjadi dua jenis, yaitu; (1) Penghasilan yang diperoleh dengan usaha saja, seperti gaji, honor dan pendapatan yang diterima sebagau upah pegawai (2) Penghasilan yang diperoleh dengan modal dan usaha; seperti penghasilan praktek dokter, pengacara, apoteker dan sejenisnya. Penghasilan untuk kelompok pertama besar kadar zakatnya diqiyaskan kepada zakat emas atau perak yaitu 2.5%. Sedangkan untuk kelompok kedua, kadar zakatnya adalah 10% dari pendapatan bersih setelah ditolak biaya pengurusan, hutang dan keperluan-keperluan lainnya. Hal ini berdasarkan qiyas kepada penghasilan pertanian.
 Wahbah Zuhayli berpendapat apabila telah mencapai haul dan nisab maka wajib dikeluarkan zakat dengan kadar 2.5% dengan tidak membedakan antara pendapatan yang berbentuk gaji dengan pendapatan profesional/bebas.



Menurut Amien Rais, kadar zakat 2,5% terlalu kecil. Menurutnya, kadar zakat profesi adalah 10 sampai dengan 20% tergantung tingkat kemudahan dalam memperoleh penghasilan. Pendapat ini didasarkan pada dorongan al-Qur’an untuk melakukan pendistribusian kekayaan dari si kaya kepada si miskin cukup kuat. AL-Quran berpuluh kali menganjurkan kaum muslimin agar membayar zakat di samping menegakkan salat. Selain itu, variasi pekerjaan dan penghasilan yang diperolehnya pada saat ini, jauh berbeda dengan pada masa Nabi SAW dan para ulama’ terdahulu. Pada masa Nabi SAW. dan masa para ulama klasik, jenis-jenis kerja masyarakat itu masih sangat terbatas. Sedangkan zaman modern sekarang, pelbagai kerja yang mendatangkan penghasilan berlimpah bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia.


Terkait dengan cara pemungutan, Yusuf Qaradlawi menjelaskan bawan pemungutan zakat profesi dapat dilakukan dengan 3 alternatif.
 Pertama, Pengeluaran brotto. Zakat diperhitungkan dari penghasilan kotor. Zakat penghasilan dipungut secara langsung saat penerimaan, sebelum dikurangi belanja apapun, sebesar 2,5%, jika penghasilan kotor dalam satu tahun telah mencapai nisab 85 gr emas. Sebagai contoh, seorang pegawai mendapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 5 juta rupiah, maka dalam satu tahun ; 5 juta x 12 bulan = 60. Juta, maka zakatnya sebesar 2.5% X 60 Juta = 150.000. Ini berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu sebelum membelanjakannya".
  


Kedua, Dipotong oprasional kerja, yaitu zakat dikeluarkan dari penghasilan atau honor yang mencapai nisab dengan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya oprasional kerja. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya; biaya operasional dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Pada zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10%  dan melalui irigasi 5%. Ini adalah pendapat Imam Atho'. Sebagai contoh, seorang pegawai mendapat penghasilan yang terdiri dari gaji dan honorarium lainya, sebulan Rp. 10.000.000, sedangkan biaya transport dan operasional lain yang dikeluarkannya Rp. 1.000.000. maka zakatnya diperhitungkan dari pendapatan setelah dikurangan biaya operasional tersebut; 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000. Jadi, 2.5% X 9.000.000 = 225.000.- 

Ketiga, Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperlua dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab  tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena termasuk dalam kategori miskin.
 Ini adalah pendapat Qardawi.

Menurut hemat penulis, zakat dikeluarkan sebesar 2.5% dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain atau penghasilan bruto sebagaimana pendapat al-Zuhri. Penghitungan kadar zakat dari penghasilan bersih kurang memenuhi unsur mashlahah yang merupakan maqashid shari’ah. Kadar 2,5% walaupun dihitung dari penghasilan kotor, masih relatif kecil dan muzaki masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, potongan 2,5% seorang muzaki tidak terganggu kesejateraannya. Hal ini, sebagaimana paparan sebelumnya, karena pemenuhan memiliki alternatif yang sangat banyak dari yang biaya rendah hingga biaya tinggi.
G. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta atau kekayaan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Harta memiliki peran besar dalam menciptakan kemaslahatan baik, agama [dien], Jiwa [nafs], akal [aql], keturunan [nasl, maupun kekayaan [mal] itu sendiri. Juga baik individu maupun sosial. Kekayaan diperoleh seseorang pada hakekatnya bukanlah untuk dirinya dan keluarganya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan atau miskin. Dengan zakat islam mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, disamping kebutuhan diri dan keluarganya. 

Nisab zakat profesi, tidak lagi mengacu kepada ketentuan fikih klasik 85 gram emas, tetapi disesuaikan dengan tingkat harga barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi. Kadar zakat adalah 2,5% merupakan yang tidak mengganggu tingkat kemakmuran muzakki dan secara psikologis, memberatkan. Pemungutan zakat langsung saat menerima akan memudahkan baik bagi muzaki maupun pengelola. Juga akan lebih maslahah bagi mustahiq, karena bisa menerima dalam mingguan atau bulanan sesuai dengan waktu pemenuhuhan kebutuhan.
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